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BAB V 
KESIMPULAN SARAN 

 
I. Kesimpulan 

 Setelah melakukan kajian dan analisis terkait kedudukan Perseroan Perorangan sebagai 

badan hukum, memang benar Perseroan Perorangan merupakan badan hukum sebagaimana 

yang dikehendaki oleh UU Cipta Kerja. Seperti yang diketahui bahwa sejarah mengatakan 

pemberian status badan hukum kepada beberapa bentuk badan usaha merupakan hasil desakan 

dari kebutuhan masyarakat. Terlebih pada praktiknya sudah dikenal usaha dagang atau 

perusahaan dagang94 di Indonesia yang menunjukan bahwa pendekatan Perseroan Perorangan 

di Indonesia adalah sesuai dengan Teori Kenyataan Yuridis yang artinya Perseroan Perorangan 

sebagai badan hukum dipandang memang benar-benar ada. Sejalan dengan itu, jika mengacu 

pada prinsip limited liability sebagai salah satu kriteria badan hukum, maka Perseroan 

Perorangan telah memenuhinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta 

Kerja yang menyisipkan Pasal 153 ayat (1) dalam UU PT. Akan tetapi, menjadi poin penting 

bahwa Perseroan Perorangan hanya memiliki 1 (satu) anggota yang kemudian merangkap 

jabatan sebagai Pendiri, Pemegang Saham, dan Direktur sebagaimana yang telah dimuat dalam 

Lampiran 1 PP 8/2021. Menurut hemat penulis, penerapan teori organ dalam pengaturan 

Perseroan Perorangan tetap tidak memberikan kemudahan untuk membedakan niat batin 

Perseroan Perorangan dan Pendirinya. Singkatnya, bentuk Perseroan Perorangan saat ini masih 

menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya organ dalam Perseroan Perorangan masih bisa 

dianggap sebagai suatu kenyataan yang memiliki tujuannya sendiri. Terlebih, badan hukum 

memiliki ciri khas sendiri yaitu adanya pemisahan harta dan tanggung jawab yang berimbas 

juga terhadap pemisahan kepentingan antara badan hukum dan orang-orang di dalamnya. 

 Selanjutnya penulis melihat pengaturan Perseroan Perorangan di Singapura dan China. 

Perlu diketahui bahwa Perseroan Perorangan di Indonesia, Singapura, dan China memiliki 

beberapa persamaan dan perbedaan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Tujuan Perseroan Perorangan di Indonesia memiliki kemiripan dengan tujuan dibuatnya one-

member private limited company di Singapura, yaitu demi kemudahan berusaha pelaku usaha, 

walupun Indonesia secara spesifik sudah menunjukkan kemudahan berusaha kepada pelaku 

 
94  Usaha Dagang dan Perusahaan Dagang merupakan bentuk usaha perorangan yang telah terlaksana di Indonesia 

sebelum adanya UU Cipta Kerja. 
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UMK. Sementara China yang memiliki tujuan untuk menghindari terbentuknya Perseroan de-

facto, mengatur khusus mengenai one-person company demi untuk melindungi pihak kreditur. 

Perbedaan tujuan ini berdampak kepada sistem pendekatan yang dipilih oleh masing-masing 

negara. Berbeda dengan China yang mengatur secara khusus one-person company, pada 

dasarnya Companies Act Singapore tidak mengenal terminologi one-member company, tetapi 

dalam lapangan praktik maupun akademisi banyak yang menggunakan terminologi one-

member company untuk merujuk private limited company dengan 1 (satu) Pemegang Saham. 

Sementara Indonesia memilih untuk menjadikan Perseroan Perorangan sebagai bagian dari 

Perseroan. Perbedaan selanjutnya yang cukup terlihat antara Indonesia dengan kedua negara 

lainnya adalah bahwa Perseroan Perorangan di Singapura dan China sama-sama menganut two-

tier board system, sementara Indonesia memilih untuk menggunakan one-tier board system 

tanpa adanya organ pengawas. Selanjutnya untuk merujuk pada tujuan dibuatnya one-person 

company di China, terdapat beberapa pembebanan kepada pelaku usaha yaitu beban 

pembuktian terhadap aset abu-abu dan juga pembatasan jumlah pendirian one-person company 

kepada pelaku usaha. Pembebanan ini pada intinya berguna untuk membangun suatu 

lingkungan usaha yang baik dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga maupun kreditur. 

 Setelah melakukan kajian seperti yang tercantum dalam Bab II dan III, pemberian status 

badan hukum kepada Perseroan Perorangan adalah hal yang tepat, jika diiringi dengan beberapa 

perubahan terhadap pengaturannya agar Perseroan Perorangan tidak merugikan dan/atau 

mempersulit pelaku UMK dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat dilepaskan dari jalannya 

Perseroan Perorangan. Pertama, perlu adanya pemisahan yang tegas antara Perseroan 

Perorangan dan Perseroan yang dikenal dalam UU PT sehingga Perseroan Perorangan tidak 

terbebani dengan pengaturan Perseroan yang pada nyatanya tidak dapat ditegakkan dalam 

Perseroan Perorangan. Pemerintah juga harus mulai untuk memikirkan kembali keberadaan 

organ pengawas dalam Perseroan Perorangan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat 

dan juga agar prinsip “check and balances” tetap dapat dilakukan walaupun Pemegang Saham 

dan Direksi merupakan orang yang sama. Poin penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah 

perlunya pemberian beban kepada Perseroan Perorangan untuk melindungi pihak ketiga dan 

kreditur.  Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan bahwa rekomendasi pengaturan ulang 

Perseroan Perorangan ini semata-mata untuk melindungi pemberian status badan hukum pada 
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Perseroan Perorangan agar terhindar dari kesan bahwa Perseroan Perorangan hanya sebagai 

sarana yang digunakan pelaku usaha untuk membatasi tanggungjawabnya. 
 

II. Saran 

Sebagaimana yang telah diuraikan, Perseroan Perorangan memiliki fungsi dan tujuan untuk 

mendukung perkembangan pelaku UMK. Akan tetapi, jangan melupakan aspek-aspek lain yang 

dapat mengakibatkan semua pihak yang tidak dapat terlepas dalam jalannya Perseroan 

Perorangan justru harus menanggung masalah-masalah yang terjadi akibat kemudahan yang 

diberikan. Dengan demikian, terdapat beberapa saran yang penulis simpulkan dari penelitian 

ini, yaitu:  

1. Saran Bagi Pemerintah  

a. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap UU Cipta Kerja dan PP 8/2021. 

Pengaturan yang sudah ada saat ini merupakan hal yang baik, tetapi perlu diimbangi 

lagi dengan beberapa perbaikan. Diperlukan pemisahan tegas antara Perseroan 

Perorangan dan Perseroan. Jika memang pemerintah bermaksud membedakan 

Perseroan dengan Perseroan Perorangan, maka perlu dibuat pengaturan khusus 

untuk mengatur definisi, syarat, kriteria, organ, dan pengakhiran Perseroan 

Perorangan (yang meliputi proses kepailitan dan proses perubahan menjadi 

Perseroan), sehingga Perseroan Perorangan tidak terbebani dengan beberapa 

pengaturan Perseroan yang masih berlaku dalam Perseroan Perorangan yang pada 

nyatanya tidak dapat ditegakkan dalam Perseroan Perorangan. 

b. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap pengaturan organ pengawas. 

Penulis merasa organ pengawas merupakan organ yang penting dalam jalannya 

suatu Perseroan terutama dalam fungsinya sebgai pengawas dan dalam 

pengembanan kepentingan masyarakat dan publik. Jika memang pemerintah 

merasa syarat adanya organ pengawas justru mempersulit pelaku usaha, pemerintah 

dapat membentuk suatu badan atau organisasi pengawas sebagaimana yang telah 

penulis rekomendasikan dalam Bab IV. 

c. Pemerintah perlu memberikan beban tambahan kepada pelaku usaha yang ingin 

membentuk Perseroan Perorangan, seperti memberikan pengaturan agar terhadap 1 

(satu) orang yang ingin mendirikan Perseroan Perorangan hanya diperbolehkan 
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untuk mendirikan 1 (satu) Perseroan Perorangan. Ketentuan ini diperlukan agar 

tetap menjaga keeksflusifan status badan hukum yang dimiliki Perseroan 

Perorangan dan agar setiap pelaku usaha bertanggung jawab terhadap keputusannya 

mendirikan perseroan perorangan.  

d. Pemerintah perlu memikirkan kembali kemungkinan untuk memberikan beban 

pembuktian terbalik terhadap aset abu-abu kepada pelaku usaha sebagaimana yang 

diatur di China. Hal ini berguna untuk menghindari pelaku usaha yang beritikad 

buruk menggunakan Perseroan Perorangan sebagai fasilitas untuk mendapatkan 

kemudahan berusaha yang justru akan merugikan kreditur. 

2. Saran Bagi Pelaku Usaha 

Kemudahan yang diberikan kepada Perseroan Perorangan digunakan dengan sebaik-

baiknya. Walaupun prinsip check and balances dan benturan kepentingan tidak 

diberikan parameter khusus untuk menilinya, asas “corporate separate legal entity dan 

piercing the corporate veil” dibuktikan berdasarkan itikad baik dan/atau itikad buruk 

dari Pemegang Saham dan Direksi. Sehingga Pemegang Saham dan Direksi yang dijabat 

sekaligus oleh Pendiri diharapkan tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang 

ada.  

3. Saran Bagi Pemberi Kredit 

Pemberi Kredit harus menegakkan prinsip kehati-hatian yang lebih dalam memberikan 

pinjaman kepada Perseroan Perorangan. Terlebih dengan kondisi kemudahan yang 

diberikan kepada pembentukan Perseroan Perorangan. Jangan sampai, status badan 

hukum yang dimiliki Perseroan Perorangan digunakan oleh pelaku usaha yang beritikad 

buruk untuk menjadikan alat pembatas tanggung jawab pemilik usaha.   
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